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BUPATI BULELENG 

PROVINSI BALI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG 

NOMOR 10 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULELENG, 

Menimbang  : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi 

saat ini, sehingga perlu diubah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

SALINAN 
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Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

 

 

 

 



 

jdih.bulelengkab.go.id 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG 

dan 

BUPATI BULELENG 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 

 

      Pasal I 

Ketentuan huruf t Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng 

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2019 Nomor 11) diubah sehingga Pasal 7 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

Dinas Daerah, terdiri dari:  

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pendidikan, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; 

b. Dinas Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Kebudayaan; 

c. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelengarakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Kesehatan; 

d. Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang 

Transmigrasi; 

e. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Pariwisata; 
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f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang; 

g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 

h. Dihapus; 

i. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, 

dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

j. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Pertanian; 

k. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, 

menyelenggarakan Urusan  Pemerintahan Bidang 

Ketahanan Pangan dan Bidang Perikanan; 

l. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Perhubungan; 

m. Dinas   Kependudukan   dan    Pencatatan     Sipil Tipe A, 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

n. Dinas Komunikasi,  Informatika, Persandian dan Statistik 

Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Komunikasi, Informatika, Bidang Persandian dan Bidang 

Statistik; 

o. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Sosial; 

p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Tipe B, 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

q. Dihapus; 

r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, 

menyelengarakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
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s. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A, 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang  

Kearsipan dan Perpustakaan; 

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

u. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; 

v. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan Sub Bidang Pemadam Kebakaran; 

w. Dihapus; dan 

x. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban 

Umum dan Perlindungan Masyarakat. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Buleleng. 

Ditetapkan di Singaraja 

pada tanggal 16 Desember 2021 

BUPATI BULELENG, 

 TTD 

PUTU AGUS SURADNYANA 

 

Diundangkan di Singaraja 

pada tanggal 16 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, 

  TTD  

               GEDE SUYASA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 10. 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: ( 

10 , 73 / 2021 ) 

 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum 
 
             ttd 
 
 
Made Bayu Waringin,SH 
Nip. 19810716 2000803 1.001 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG 

NOMOR 10 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

 

I. PENJELASAN UMUM 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang 

mengatur bahwa Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur 

penunjang.  

 Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat, khususnya urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, sehingga perlu menyesuaikan pembentukan dan susunan 

Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng.  

 Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I          

 Cukup jelas 

Pasal II           

 Cukup jelas 

  

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9. 

 

 

 

                                                                                


